
PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA 
NOMORIOTAHUN 2023 

TENTANG 
REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA. 

Menim bang 

Mengingat 

bahwa RKPD merupakan penjabaran dari perencanaan 
jangka menengah Daerah yang memuat rancangan 
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan 
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 
waktu I (satu) tahun, 

b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran perbangunan 
Daerah Kabupaten Minahasa perlu untuk menyusun 
Rencana Kerja Pemerintah Derah tahun 2024, 
bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 104 avat (2 
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana erja Pemerintah Daerah 
maka perlu menetapkan RRencana Kerja Pererintah 
Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan BHupati 
Minahasa tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahu 2024. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 NomOr 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822) 

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan embangunan Nasional Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4421, 

3. Undang- Undang 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan emerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 6856); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Dacrah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Mencngah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah 
dan Rencana Kcrja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG RENCANA KERA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Kabupaten Minahasa. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa. 
3. Bupati adalah Bupati Minahasa 
4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tabun 
5. Perangkat Dacrah yang disingkat PD adalah unsur pembantu Dupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

6. Rencana erja Perangkat Dacrah yang discbut Renja PD adalah dokumen 
perencanaan PD untuk periode l (satu) tahun. 

7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Dacrah 

8. Kebijakan Umurm APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang mcmuat 
kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode I (satu) tahun. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disingkat PAS adalah 
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana 
kerja dan anggaran PD 
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epala Perangkat Daerah yang adalah 

IO. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
yang discbut Bappelitbangda adalah PD yang membidangi urusan 
perencanaan daerah 

11 Kepala Bappelitbangda 
rnembidangi urusan perencanaan daerah. 

BAB II 
KERANGKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 
Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Perundang 
Undangan. 

Pasal 3 
RKPD Tahun 2024 dijadikan scbagai dasar penyusunan KUA, PPAS, RAPBD 

Pasal 4 
th) Sistematika RKPD scbagai berikut 

a. bab I memuat pendahuluan; 
b. bab2 memuat gambaran umum kondisi Daerah, 
c. bab 3 memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, 
d. bab 4 memuat sasaran dan prioritas pcm bangunan Daerah, 
e. bab 5 memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; 
f. bab6 memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dacrah;dan 
g. bab7 mcmuat penutup 

(2) Ketentuan mengenai uraian RKPD Tahun 2024 scbagaimana dimaksud 
dalam ayat (l) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BAB Ill 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 
i) Pengendalian tcrhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 mencakup sasaran 

dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiutan 
prioritas daerah, serta pagu indikatif 

[2) Pengendalian sebag aimana dimaksud dalam ayat (lj dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Tabun 2024 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat [2), harus 
dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana 
program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif 

Pasal 6 

(I) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi melalui permantauan dan 
supervisi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) ditemukan adanya 
etidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda mclakukan 
tindakan perbaikan/ penvempurnaan 

[2 Kepala Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat () melaporkan 
hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 kepada 
Bupati. 

BAB IV/ 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

asal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangan. 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Hupat1 mi dcngan pcncmpa(annya dalam Berita Daf'rn,h Kabupatcn Mmahas')/ 

Ditetapk 
pada tan 

� 
'BUPATl \ 

ROYKE 

di Tondano 
1 J0u 40235 

'AHASA,f 

CTAVIAN RORING 

Diundangkan di Tondano 
pada tangga1 } TUU 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA, 

L\NDADE�TASIA 
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR [O 


